
 
 

 
 

 
BUPATI BANGKA BARAT 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT 

NOMOR 13 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 85 TAHUN 

2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGKA BARAT, 

Menimbang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

a. 

 

 

 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

bahwa dalam rangka mengakomodir penambahan dan 

pergeseran belanja Dana Alokasi Khusus (DAK), penambahan 

Belanja Hibah, pergeseran Belanja Tidak Langsung, 

penambahan dan pergeseran Belanja Langsung pada 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bangka Barat, maka perlu dilakukan Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka 

Barat Tahun Anggaran 2020; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 85 

Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 

2020; 

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 



 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 

Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004  tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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10. 

 

 

 

11. 

 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3685); 

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
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17. 

 

 

 

 

18. 

 

 

 

 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir 

dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6172); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat 

Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat 

Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);  

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat 

Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 

Nomor 24 Seri A), diubah sebagai berikut :   

1. Ketentuan pada pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

Menetapkan 

 

: 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 85 TAHUN 2019 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 

ANGGARAN 2020. 

 



 

Pasal 1 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 

Anggaran 2020  menjadi sebagai berikut: 

SEMULA PERUBAHAN
BERTAMBAH / 

BERKURANG

1. Pendapatan 

a. 72.519.688.000,00Rp         76.491.183.984,00Rp        3.971.495.984,00Rp         

b. Dana Perimbangan 676.975.064.000,00Rp       676.975.064.000,00Rp      -Rp                                    

c. Lain-Lain Pendapatan 150.514.669.572,00Rp       154.077.134.572,00Rp      3.562.465.000,00Rp         

Daerah yang Sah

900.009.421.572,00Rp       907.543.382.556,00Rp      7.533.960.984,00Rp         

2. Belanja

a. 511.134.180.508,00Rp       514.696.645.508,00Rp      3.562.465.000,00Rp         

b. 568.145.835.000,36Rp       572.117.330.984,36Rp      3.971.495.984,00Rp         

1.079.280.015.508,36Rp    1.086.813.976.492,36Rp   7.533.960.984,00Rp         

(179.270.593.936,36)Rp      (179.270.593.936,36)Rp     -Rp                                    

3. Pembiayaan

a. 191.270.593.936,36Rp       191.270.593.936,36Rp      -Rp                                    

b. 12.000.000.000,00Rp         12.000.000.000,00Rp        -Rp                                    

179.270.593.936,36Rp       179.270.593.936,36Rp      -Rp                                    

-Rp                                     -Rp                                    -Rp                                    

Penerimaan

Pengeluaran

URAIAN

Pembiayaan Netto

SILPA Tahun Berkenaan

Surplus / (Defisit) 

Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Pendapatan 

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

Jumlah belanja 

 

2. Ketentuan pada pasal 2 diubah, sehingga pasal 2 berbunyi: 

 

Pasal 2 

 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Pasal 1, 

dikarenakan adanya penambahan dan pergeseran belanja Dana Alokasi Khusus 

(DAK), penambahan Belanja Hibah, pergeseran Belanja Tidak Langsung, 

penambahan dan pergeseran Belanja Langsung pada Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, maka perlu 

dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Bangka Barat Tahun Anggaran 2020, seperti yang tercantum dalam Lampiran 

Peraturan Bupati ini. 



 

3. Ketentuan pada pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 3 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I dan Lampiran II 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka 

Barat. 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Muntok  

pada tanggal 21  Februari 2020 

     Pj. SEKRETARIS DAERAH 

   KABUPATEN BANGKA BARAT 

 

 

            H. M. EFFENDI 

                 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN  2020  NOMOR  8  SERI  A                    

 

 

        Ditetapkan di  Muntok 

      pada tanggal 21 Februari 2020 

BUPATI BANGKA BARAT 

 
 
 

 
MARKUS 

 
 

 


